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ABSTRAK 

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan dokumen yang berfungsi 

sebagai alat pembuktian dan dasar administratif dalam berbagai urusan kewarisan. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris tidak hanya terdiri dari suami 

atau istri dan anak, tetapi juga orang tua pewaris yang masih hidup. Namun, dalam 

praktik di Kelurahan Tembilahan Hilir masih ditemukan SKW yang tidak 

mencantumkan orang tua pewaris sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi pencantuman ahli waris dalam SKW serta dampak dan 

upaya yang dapat dilakukan terkait tidak dicantumkannya orang tua pewaris 

sebagai ahli waris. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana proses 

implementasi pencantuman ahli waris dalam surat keterangan ahli waris (SKW) di 

kelurahan tembilahan hilir. 2) Apa dampak tidak dicantumkannya orang tua 

pewaris sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di kelurahan 

tembilahan hilir serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan. 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yang bersifat 

deskriptif analisis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan 

aparatur Kelurahan Tembilahan Hilir serta masyarakat yang pernah mengajukan 

SKW. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan 1). Bagaimana proses implementasi 

pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) di Kelurahan 

Tembilahan Hilir. Menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam SKW 

umumnya didasarkan pada dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu 

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat kematian. Dalam praktiknya, ahli 

waris yang dicantumkan lebih berfokus pada keluarga inti, yaitu suami atau istri 

dan anak-anak pewaris, sehingga orang tua pewaris tidak selalu dicantumkan. 

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi dan 

ketentuan KHI. Dampaknya adalah belum terwujudnya kepastian dan perlindungan 

hukum secara optimal bagi seluruh ahli waris. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan, memberikan 

penjelasan yang lebih rinci oleh aparat kelurahan, serta menyesuaikan praktik 

administrasi dengan ketentuan KHI. 
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ABSTRACT 

A Certificate of Heirship (Surat Keterangan Waris/SKW) is a document that 

serves as evidence and an administrative basis in various inheritance matters. 

According to the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), 

heirs consist not only of the husband or wife and children, but also the deceased’s 

parents who are still alive. However, in practice, there are still Certificates of 

Heirship issued in Tembilahan Hilir Village that do not include the deceased’s 

parents as heirs. This study aims to determine the implementation of the inclusion 

of heirs in the Certificate of Heirship and to examine the impacts and efforts that 

can be undertaken regarding the exclusion of the deceased’s parents as heirs.

The research problems in this study are: (1) How is the process of 

implementing the inclusion of heirs in the Certificate of Heirship (SKW) in 

Tembilahan Hilir Village? (2) What are the impacts of not including the deceased’s 

parents as heirs in the Certificate of Heirship (SKW) in Tembilahan Hilir Village, 

and what efforts can be made to address this issue?  

This research employs an empirical legal research method with a 

descriptive-analytical approach. The data were obtained through observations and 

interviews with officials of Tembilahan Hilir Village and members of the 

community who had previously applied for a Certificate of Heirship. The collected 

data were analyzed qualitatively. 

The results of the study indicate that the inclusion of heirs in the Certificate 

of Heirship in Tembilahan Hilir Village is generally based on population 

administration documents, such as Family Cards, Identity Cards, and death 

certificates. In practice, the heirs listed tend to focus on the nuclear family, namely 

the husband or wife and the children of the deceased, resulting in the deceased’s 

parents not always being included. This condition demonstrates a discrepancy 

between administrative practice and the provisions of the Compilation of Islamic 

Law. As a consequence, legal certainty and legal protection for all heirs have not 

been optimally realized. Efforts that can be undertaken include increasing public 

understanding of inheritance law, providing more detailed explanations by village 

officials, and aligning administrative practices with the provisions of the 

Compilation of Islamic Law. 




